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ABSTRAK

IKHSANUL AMRIL2021. Koordinasi Pemerintah dalam Percepatan
Penanganan Covid-19 di Kota Makassar (dibimbing oleh [hyani Malik dan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuai koordinasi pemerintah dalam
percepatan penanganan Covid-19 Di Kota Makassar.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menganalisis jawaban dari
informan vang berjumlah 3 orang dari terdiri dari Dinas Kesahatan Makassar,
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Helakan_g

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah menjelaskan vang dimaksud daerah adalah daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota. Daerah provinsi selain berstatus sebagai daerah juga merupakan

'://A

Vil i

& ke
vy ///
0N
3 -
'

ditetapkan bersama DPRD Kota.

Dalam prakteknya koordinasi tersebut bukan hanya sekedar pada masalah
hubungan harmonisasi dan keamanan dan ketertiban. namun koordinasi antara
forum koordinasi pimpinan kecamatan juga berlaku pada banyak hal, termasuk




dalam hal kesehatan dan pengendalian penyakit menular serta hal-hal yang diatur
oleh pemerintah pusat dan daerah. (Palit C. L, 2020)

Koordinasi merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan
bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kecamatan, sering
mengalami hambatan/kendala. Hambatan-hambatan tersebut disebabkan antara

’\ 0 //'"qv“\\ v
3\ \ @ 8

dan efek pada moral dan tertib kerja. (Hakim et al., 2021)
Koordinasi dibutuhkan dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota
Makassar karena dalam prosesnya melibatkan beberapa pihak dengan lintas

organisasi pemerintahan yakni antara beberapa pejabat pemerintah daerah serta




lembaga-lembaga pemerintahan seperti Walikota Makassar, Sekretaris Daerah,
camat, lurah dan masyarakat. Koordinasi dimaksudkan untuk menyerasikan dan

menyatukan kegiatan yang sedang dilakukan. Suatu tindakan pelaksanaan yang

terkoordinasikan berarti kegiatan dari berbagai kelompok dapat menjadi serasi,
seirama dan terpadu dalam pencapaian tujuan bersama. (Afendi et al., 2019)

Berkaitan dengan pemerintahan, maka koordinasi pemerintahan merupakan

bimbingan, pengawasan, pengendalian dan bagaimana mengkoordinasikan untuk

mencapai tujuan yang telah ditentukan. (Palit C. L, 2020)




Masalah koordinasi adalah salah-satu dari masalah-masalah pemerintahan
yang terpenting. Fakia yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan,
koordinasi menjadi faktor dominan dalam ketidakberhasilan pemerintah dalam
menjalankan fungsinya. (Febrian, 2013)

Dalam Percepatan Penanganan Covid-19 Di Kota Makassar membutuhkan

koordinasi untuk mencegah terjadinya berbagai tumpang tindih pekerjaan agar

dapat memanfaatkan dana yang te Atk ocika secara efektif dan efisien.
is tertarik untuk meneliti

ganan Covid-19 di
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Manfaat penelitian yang diharapkan sebagai berikut:
|. Secara akademik menjadi informasi kajian-kajian ilmiah yang mendukung
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang koordinasi Pemerintah

dalam Penanganan Covid-19.




2. Secara praktis penelitian ini di harapkan memberikan saran saran serta
informasi kepada pemerintah kota Makassar dalam koordinasi penanganan

Covid-19.




BAB I

TINJAUN PUSTAKA

A. Penetian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu referensi bagi peneliti untuk

melakukan penelitian. sehingga penelitian dapat memperkaya teori yang di

pengabdian adalah fokus pada
masyarakat. koordinasi
pemerintah dalam
penanganan
covid-19 di Kota
Makassar.

Sumber: hasil kajian penulis, 2020.
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Sumber: hasil kajian penulis, 2020.




Suroso, Pelaksanaan | Hasil Minggon setiap | Memiliki Penelitian yang
Delia koordinasi mingguan di  tulis | subjek dilakukan
Shukmalla, | melalui dalam Notulen | penelitian | Suroso dan
2020 musyawarah | sebagai dokumen | yang sama | Delia Shukmalla
mingguan Desa, selain  itu | yakni fokus pada
(minggon) sebagai acuan untuk | tentang kegiatan
dalam menyelesaikan Covid-19. | koordinasi
pembangunan | program yang sedang melalui
masyarakat berjalan. Dengan musyawarah
Desa iadakafny ingg mingguan
Lemahsubur | sedi Rab (minggon)
1453 15 54 datam
pembangunan
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pada semua unsur, bidang fungsional dan departemen untuk menghasilkan suatu
tindakan yang seragam dan harmonis secara efektif dan efisien. Dalam sebuah

organisasi koordinasi harus diberikan oleh atasan dalam menyelesaikan tugas




sehingga penyampaian informasi menjadi jelas dan pembagian pekerjaan kepada

para bawahan sesuai dengan wewenang yang diterima. (Sugiharto, N.F, 2011)
Jame D. Mooney mendefinisikan mendefinisikan koordinasi sebagai

pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan di dalam

mencapai tujuan bersama (coordination as the achievement of Handayaningrat,

1998) mendefinisikan koordinasi adalah suwatu proses dimana pimpinan

secara teratur diantara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam
mencapai tujuan bersama. (Rukman, 2019)
Menurut Handoko dalam Rohman (2017) kebutuhan akan koordinasi

tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan
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derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Hal
berarti koordinasi dan komunikasi adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan.
Selain itu, Handayaningrat juga mengatakan bahwa koordinasi dan
kepemimpinan (lendership) adalah tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena

satu sama lain saling mempengaruhi, dari definisi-definisi diatas dijelaskan

bahwa koordinasi selalu diperlukan dalam setiap organiasi kecil dan besar, baik

2. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Hal ini disebabkan karena

kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan
sebaik-baiknya.
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3. Koordinasi adalah proses yang terus-menerus (comtinue process). Artinya
suatu proses yang bersifat kesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan
4. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Hal ini disebabkan

karena koordinasi adalah konsep yang diterapkan di dalam kelompok, bukan

terhadap usaha individu tetapi sejumlah individu yang bekerjasama di dalam

kelompok untuk mﬁncapm \
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Koordinasi vertikal adalah tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan
penyatuan, pengarahan yang dijalankan oleh atasan terhadap kegiatan-kegiatan,
unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung

jawabnya.




b. Koordinasi horizontal

Koordinasi horizontal adalah tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan
penyatuan, pengarahan yang dijalankan terhadap kegiatan-kegiatan dalam
tingkat organisasi yang setingkat. Koordinasi Horizontal terbagi atas dua jenis,
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bawahan, apakah bawahannya telah melakukan tugas sesuai dengan

kebijaksanaannya atau tugas pokoknya.
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b. Koordinasi fungsional

Koordinasi fungsional adalah koordinasi yang dilakukan horizontal yang
disebabkan karena sebuah unit organisasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri
tanpa bantuan unit organisasi lain, dengan perkataan lain bahwa koordinasi
fungsional wajib dilakukan karena unit-unit atau organisasi lainnya mempunyai
hubungan secara fungsional yang bersifat intem dan ecksten. Koordinasi

fungsional dibagi menjadi dua jenis
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menentukan, mana kegiatan yang dapat berjalan serentak dan mana yang harus
berurutan; jika berurutan bagaimana urutannya. Koordinasi ini dilakukan

terhadap kegiatan antar unit kerja yang berhubungan dependen, klasual dan

sebangsanya.
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2. Koordinasi ruang. Koordinasi ruang dapat disebut juga koordinasi wilayah.
Koordinasi ini ditempubh jika suatu kegiatan melalui berbagai daerah kerja.

3. Koordinasi interinstitusional. Yaitu koordinasi antar berbagai unit kerja yang
berkepentingan atas suatu proyek serba guna atau produk bersama tertentu,

4. Koordinasi fungsional. Yaitu koordinasi yang dilakukan oleh unit kerja yang
satu terhadap unit kerja yang lain yang kegiatannya secara objektif
berhubungan fungsional.
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Menurut Ndraha dalam Indah Nurul Islamiah (2014), tujuan koordinasi

adalah sebagai berikut:




a) Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin
melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan kesinambungan, antar
berbagai kegiatan dependen suatu organisasi.

b) Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap
kegiatan inter-dependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan-

kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.

d. Menghindari terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap suatu aktivitas dalam

organisasi.

e. Menimbulkan kesadaran diantara para pegawai untuk saling membantu.

(Afendi et al., 2019)
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5) Faktor yang Mempengaruhi Koordinasi

Menurut Hasibuan dalam Asri dan Adee Fatahilah (2019), terdapat
beberapa faktor yang dapat mempengaruhi koordinasi, yaitu sebagai berikut:
a. Kesatuan tindakan

Koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi untuk saling

menyesuaikan diri atau tugasnya dengan satuan organisasi lainnya agar anggota

¢. Pembagian kerja
Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan
bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok dua atau

lebih orang yang bekerja bersama secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat
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mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan. Pembagian kerja adalah

perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung

jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.
d. Disiplin

Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk
berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu

.
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b) Adanya kesempatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan
oleh masing-masing pihak. termasuk target dan jadwalnya.
¢) Adanya kegiatan atau loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas masing-

masing serta jadwal yang telah ditetapkan.




18

d) Adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang berkerja sama mengenai
kegiatan dan hasilnya pada suatu saat tertentu, termasuk masalah-masalah yang
dihadapi masing-masing.

e) Adanya koordinasi yang dapat memimpin dan menggerakkan serta memonitor

kerja sama tersebut, serta memimpin pemecahan masalah bersama.

f) Adanya informasi dari berbagai yang mengalir kepada koordinator sehingga
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fungsi manajemen yaitu planning, organizing, actuating. dan controlling dapat
terlaksana dengan baik. Selain itu dengan proses koordinasi yang baik, tujuan

organisasi dapat dicapai dengan lebih mudah dan cepat.
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2) Continuity, Berdasarkan prinsip kesinambungan, koordinasi merupakan sebuah
proses yang berkelanjutan atau berkesinambungan. Proses koordinasi dimulai
sejak membentuk organisasi sampai organisasi tersebut berjalan. Koordinasi
selalu dilakukan secara berkesinambungan dalam setiap proses planning,
organizing, actuating, dan controlling.

3) Direct contact, Berdasarkan prinsip kontak langsung. proses koordinasi dapat

Diterapkannya prinsip ini diharapkan manajer atau anggota lainnya mengambil
keputusan atau tindakan sepihak, sehingga koordinasi dapat dilakukan dengan
lebih mudah. (Palit C.L. 2020)
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Prinsip-prinsip koordinasi adalah dalam Christan Leonard Palit (2020):
1. Prinsip efisiensi
2. Prinsip kesatuan arah dan tujuan (konvergensi)
3. Prinsip pervasivitas, memasuki segenap kegiatan management dan pelaksanaan

4. Prinsip ketepatan penggunaan alat koordinasi
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1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh (2 pihak yaitu yang
memerintah dan yang diperintah).
2. Pemerintah (Pe) berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah
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3. Pemerintahan (akhiran an) berarti perbuatan, cara atau urusan dari badan yang
memerintah tersebut.
Berdasarkan aspek statistika, maka “pemerintah™ adalah lembaga atau
badan-badan publik yang mempunyai fungsi untuk melakukan upaya mencapai
tujuan negara. Sedangkan dalam aspek dinamika maka pemerintahan adalah

kegiatan dari lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan

Dadlam artian yang sempit, pemerintahan

hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan

menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Menurut Muhadam Labolo (2007) pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya

mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang
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disepakati atau diinginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah
aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan
kewenangan. (Labolo.M, 2007)

Tujuan utama dibentuk pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem
ketertiban didalam masyarakat sehingga bisa menjalankan kehidupan secara

wajar. Dan pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat,
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inggris) yang berarti susunan. tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan
pemerintahan berasal dari kata-kata pemerintah, dan berasal dari kata perintah,
kata-kata itu berarti (Praptono. A, 2009) :

a. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu.
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b. Pemerintan adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah atau
Negara
¢. Pemerintahan adalah pebuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah
Sistem Pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu Negara dalam
mengatur pemerintahannya. Setiap Negara memiliki sistem untuk menjalankan
kehidupan pemerintahannya, Sistem tersebut adalah sistem pemerintahan.

Lebulatan atau keseluruhan
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ataupun hal-hal yang bersifat pencegahan seperti pembagian masker murah dan
sebagainya. Konsekuensi pembengkakan defisit anggaran, sejalan dengan

pendapatan APBN yang juga turun tajam, memang akan membebani pemerintah.

Namun, perhitungan kemanusiaan semestinya harus lebih dikedepankan
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dibandingkan dengan kalkulasi ekonomi yang masih dapat ditanggulangi sejalan
dengan pulihnya ekonomi masyarakat Untuk menjaga daya beli masyarakat
sebagai dampak perlambatan putaran roda ekonomi, pemerintah dituntut untuk
dapat mengurangi beban biaya yang secara langsung dalam kendali pemerintah,
di antaranya tarif dasar listrik, BBM, dan air bersih. (Kompas, 2020).

Penurunan tarif listrik dan BBM tentu tidak akan terlalu membebani

keuangan BUMN dan BUMD,

N
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karena itu, pemerintah perlu melakukan relaksasi pajak seperti pemberian
potongan pajak, percepatan pembayaran restitusi, dan penundaan pembayaran
cicilan pajak kepada sektor-sektor lain, khususnya yang terkena dampak paling

parah, seperti sektor transportasi dan pariwisata. Pemerintah harus menjaga data
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beli masyarakat bawah agar aktivitas ekonomi terus berjalan yaitu dengan
memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang
mengalami penurunan pendapatan dan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK), perlu didukung oleh kebijakan untuk menjamin kelancaran pasokan dan
distribusi barang khususnya pangan. (Rohman, 2017).

Di saat seperti ini, potensi panic buying dan penimbunan sangat besar,

\ 1S “l" ’/

ayat (3) UUD

Negara Republik Indonesia Tahun 1945) mengamanatkan bahwa semua
kebijakan dan tindakan yang diambil dalam hal apapun (termasuk penanganan
covid-19) haruslah berlandaskan hukum sebagai legalitas dalam bertindak.
Prinsip negara hukum yakni berdiri diatas ketentuan hukum sebagai sebuah
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isntrumen dalam bertindak yang legal, Aristoteles menyebutkan negara yang
berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan
menuruinya merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga
bagi suatu negara. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah
manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa
sebenarnya hanya pemegang hukum dan kmimbmgan saja. Sedangkan menurut

ManaFmda,pnnslpnﬂgnm
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Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU Karantina
Kesehatan) telah memberikan legalitas bagi pemerintah dalam mengambil

langkah vang tepat ditengah penyebaran virus corona demi kemaslahatan

masyarakat Indonesia. (Supriyadi, 2020).
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Untuk mencegah penyebaran dan penularan virus Corona menyebar luas
ke dalam masyarakat, pemerintah membuat serangkain kebijakan untuk

menanganinya. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut ada yang tertulis,

dan ada pula yang tidak tertulis. Kebijakan yang tertulis bentuknya misalnya

seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

(PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PERPRES), Peraturan

Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),
Surat Edaran No. 57/2020 Tanggal 28 Mei 2020 Tentang Perpanjangan
Pelaksanaan Kerja dari Rumah/Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil

Negara (ASN) hingga 4 Juni 2020; Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12
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Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, dan lain-lain. (Tuwu,

2020)

Setelah Corona menjadi wabah (pandemic) pada awal bulan Maret 2020
sampai sekarang, pemerintah membuat berbagai macam kebijakan untuk
menghadapi serta mengatasi pandemic COVID-19 seperti kebijakan (Darmin

Tuwu, 2020):
(1) berdiam diri di rumak

Pandemi Covid-19 merupakan wabah penyakit berbahaya vang menyerang dunia,
termasuk Indonesia yang dapat menyebabkan kematian. Wabah ini berupa Virus

yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Sudah banyak korban insan
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manusia yang meninggal, karena Covid-19, tercatat angka sudah mencapai 54
dokter dan 24 perawat yang wafat karena Covid-19. (Zahrotunnimah, 2020)
Ketika menerapkan kebijakan ini, maka terdapat permasalahan yang
ditemukan sebagai berikut (1) Tidak semua penyelenggara negara memahami
tentang kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB, karena belum satu
komando, schingga mengalami bias dalam implementasi. (2) Tidak semua Kepala

Dacrah memahami kebijakan PembitasanhSosial Berskala Besar (PSBB. Inilah

terkini penanganan Covid-19 saat ini. Koordinasi ini bertujuan untuk bersama-
sama melihat apa masalah dan kendala yang kita hadapi dan bagaimana kondisi
saat ini. Koordinasi dilakukan antara pemerintah pusat. pemerintah daerah dan

instansi atau lembaga terkait yang berepran penting dalam penanganan covid-19.




Dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan, BPBN, BPBD dan instansi lainnya yang
tergabung dalan Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Dimana instansi atau
lembaga tersebut dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan
kebijakan dan arahan dari pemerintah pusat.

Dinas Kesehatan bersama Gugus Tugas Penanganan Covid-19 melaksanakan

koordinasi terkait perkembangan Covid-19. Selain, membahas penanganan pasien

dengan kondisi tertentu, juga b atan melakukan koordinasi terkait

N\
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dasi tenaga keschatan yang

1) Koordinasi lintas sektor dan komunikasi risiko diperkuat dan dilakukan oleh

berbagai pihak karena merupakan modal utama manajemen respons yang

efektif.
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2) Pelatihan SDM dan penyediaan alokasi anggaran yang mencukupi tanpa
mendiskriminasi fasilitas kesehatan swasta di tingkat primer (termasuk
pelatihan pencatatan dan pelaporan kasus).

3) Pengembangan early warning system sebagai alat bantu pengambilan
keputusan pengadaan dan pendistribusian kefarmasian termasuk vaksin dan

alat kesehatan secara cepat, namun tetap akuntabel, dan diperuntukkan bagi

fasilitas kesehatan pemerintah dz
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menyatukan kegiatan yang sedang dilakukan. Suatu tindakan pelaksanaan yang
terkoordinasikan berarti kegiatan dari berbagai kelompok dapat menjadi serasi,
seirama dan terpadu dalam pencapaian tujuan bersama.
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Indikator koordinasi dalam Percepatan Penanganan Covid-19 Di Kota
Makassar adalah: (1) kesepakatan, (2) kesempatan, (3) kegiatan. (4) saling tukar
informasi, dan (5) hormati wewenang.

Berdasarkan uraian diatas yang telah dipaparkan pada latar belakangdan
kajian pustaka diatas, maka disusunlah kerangka konseptual seperti sebagai
berikut :

Adapun fokus penelitian ini adalah koordinasi penerapan dalam
perumusan percepatan penanganan Covid -19 yang ada di kota Makassar jika
dilihat dari perspektif koordinasi pemerintah dengan menggunakan indikator
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koordinasi berdasarkan konsep. yaitu : kesepakatan, kesempatan, kegiatan, saling

tukar informasi dan hormati wewenang.

H. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Koordinasi adalah mengerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan
pekerjaan yang cocok dan wewenang kepada instansi atau lembaga terkait
yakni Dinas Kesehatan Kota Makassar, BPBD Kota Makassar dan Satpol PP
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menggerakkan tim yakni Dinas Keschatan Kota Makassar, BPBD Kota
Makassar dan Satpol PP Kota Makassar untuk bertugas dan bertanggung jawab

sesuai dengan wewenang masing-masing dalam mempercepat penanganan
Covid-19 di kota Makassar.
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6. Kesepakatan adalah hasil dari negosiasi yang sudah di setujui oleh pemerintah
kota Makassar dengan pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah serta
lembaga-lembaga pemerintahan yang mempuyai tugas kewajiban dan
wewenang yang saling berhubungan satu sama lain yakni Dinas Kesehatan

Kota Makassar, BPBD Kota Makassar dan Satpol PP Kota Makassar dalam

percepatan penanganan covid-19 di kota Makassar.

0. ~h, W/’ql‘v\\\ =

dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi penanganan covid-19 di Kota Makassar
10. Hormati wewenang adalah pemerintah Kota Makassar, Dinas Kesehatan
Kota Makassar, BPBD Kota Makassar dan Satpol PP Kota saling

menghormati wewenang masing-masing dalam percepatan penanganan
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covid-19 untuk menghindari terjadinya perselisihan atau hal-hal yang tidak
diinginkan yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan koordinasi yang
telah direncanakan.




BAB IT1
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian
1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah merupakan tempat di mana penelitian akan

dilakukan pemilihan lokasi harus berdasarkan

masyarakat yang menjadi obyek penelitian itu (Bungin, 2001: 48). Penclitian ini
akan mendeskripsikan di kantor Dinas Kesehatan Keschatan Kota Makassar,
BPBD Kota Makassar dan Satpol PP Kota Makassar dalam penanganan Covid-19

sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat yang ada di kota Makassar.
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Bogdan dan Taylor dalam Moleong (1996: 3) mendefinisikan metodologi
kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. Dalam hal
ini tidak diperbolehkan mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel

atau hipotesis, tetapi perlu memandangn asebagai bagian dari suatu kebutuhan.

informasi yang dibutuhkan dalam hal percepatan penanganan Covid -19 di kota
Makassar.
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D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan
informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan
merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.
Dalam penelitian ini tediri dari 3 informan yang dipilih karena dianggap mampu

memberikan informasi terkait latar belakang penelitian dan mengetahui persoalan

vang diteliti.

1. Observasi yaitu metode penelitiaan dengan melakukan pengamatan secara
langsung pada obyek penelitisan untuk mendapatkan data-d atau yang
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2. Interview atau wawancara adalah metode penelitiaan yang dilakukan oleh
penulis langsung dengan mengadakan tanya jawab secara lisan dari bagiaan
pegawai.

3. Dokumentasi penelitiaan ini dilakukan dengan cara memperoleh laporan dan

dokumen lainnya yang erat hubungannya dengan objek penelitiaan dan

membaca literatur sebagai dasar teori yang akan dijadikan sebagai landasan

tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha

untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu (Lexy J. Moleong ,2001:103)
Dalam penelitian ini yang digunakan dalam menganalisa data yang sudah

diperoleh adalah dengan cara deskriptif (non statistik), yaitu penelitian yang




dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau
kalimat yang dipisahkan untuk kategori untuk memperoleh kesimpulan. Yang
bermaksud mengetahui keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana,
berapabanyak, sejauh mana, dan sebagainya.

Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis.
Penelitian deskriptif dibedakan dalam dua jenis penelitian menurut sifat-

sifatanalisa datanya, yaitu riset déSkaplif, vang bersifat ekploratif dan riset

deskriptif yang bersifat g /
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Keabsahan bentuk batasan berkaitan dengan suatu kepastiaan bahwa yang

berukur benar- benar merupakan variabel yang ingin di ukur. Keabsahan ini

juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu
caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan
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data yang memanfaatkan sesuatu vang lain di luar data itu untuk keperluan
pengecekan atau Sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Patton ada 4
macam triangulasi Sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan,
yaitu :
a) Triangulasi data
Mengguanakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil
wawancara, hasil observasi '\ ga dengan mewawancarai lebih dari
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Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti
metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti

melakukan metode wawancara vang ditunjang dengan metode observasi

pada saat wawancra dilakukan.
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2. Keabsahan Internal (Internal validity)
Keabsahan internal merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh
kesimpulan hasil penelitian menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

Keabsahan ini dapat dicapai melalui proses analisis dan interpretasi yang tepat.

Aktivitas dalam melakukan penelitian kualitatif akan selalu berubah dan
tentunya akan mempengaruhi hasil dari penelitian tersebut. Walaupun telah
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selanjutnya memeperoleh hasil yang sama apabila penelitian dilakukan sekali
lagi dengan subjek yang sama. Hal ini menujukan bahwa konsep keajegan
penelitian kualitatif selain menckankan pada desain penelitian, juga pada cara

pengumpulan data dan pengolahan data.




BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil Kota Makassar

a. Letak Geografis dan Topografi Kota Makassar

Dengan posisi ini menyebabkan Kota Makassar memiliki daya tarik kuat bagi
para imigran dari dacrah Sulawesi Selatan itu sendiri maupun daerah lain
seperti provinsi yang ada di kawasan Timur Indonesia untuk datang mencari

tempat tinggal dan lapangan pekerjaan.




Kota Makassar cukup unik dengan bentuk mnyudut di bagian Utara,
sehingga mencapai dua sisi pantai yang saling tegak lurus di bagian Utara dan
Barat. Di sebelah Utara kawasan pelabuhan hingga Tallo telah berkembang
kawasan campuran termasuk di dalamnya armada angkutan laut, perdagangan,
pelabuhan rakyat dan samudera, Sebagai rawa-rawa, tambak, dan empang

dengan perumahan kumuh hingga sedang. Kawasan pesisir dari arah Tengah ke
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itu jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2008 tercatat sebanyak 1.253.656

Jiwa,
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Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukan dengan
rasio jenis kelamin penduduk Kota Makassar yaitu sekitar 92,17 persen,
yang berarti setiap 100 penduduk wanita terdapat 92 penduduk laki-laki.

Penyebaran penduduk Kota Makassar dirinci menurut kecamatan,

menunjukan bahwa penduduk masih terkonsentrasi diwilayah Kecamatan

Tamalate, yaitu sebanyak 154.464 atau sekitar 12,14 persen dari total

memungkinkan untuk pngembangan daerah pemukiman terutama di 3 (tiga)
Kecamatan yaitu Biringkanaya, Tamanlanrea, Manggala.
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2. Tenaga Kerja
Pada tahun 2009 pencari kerja yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja
Kota Makassar sebanyak 5.884 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak

2.858 orang dan perempuan 3.026 orang. Dari jumlah tersebut dapat dilihat
bahwa pencari kerja menurut tingkat pendidikan terlihat bahwa tingkat

pendidikan sarjana yang menempati peringkat pertama yaitu sekitar 41,13

kecamatan. Sehingga secara geografis dapat membagi wilayahnya dalam
beberapa wilayah administratif.
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Tabel 4.2
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Makassar
K,;?IB Kecamatan Kelurahan RW RT
010 | Mariso 9 50 230
020 | Mamajang 13 57 292
030 Tamalate 10 71 308
040 | Rappocini 10 37 140
050 | Makassar 14 45 159
070 | Wajo 8 82 504
080 | Bontoala 12 51 201

pertumbuhan pendudul

tersebar secara tidak merata pada setiap Kecamatan di Kota Makassar. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian Tabel 3 berikut :




Tabel 4.3
Tingkat Kepadatan Penduduk di Kota Makassar

Z
o

2 Jumlah Penduduk | Kepadatan

Kecamatan Luas (Km®) (i) Penduduk
1 | Mariso 1.82 59.292 32.578
2 | Mamajang 225 61.007 27.114
3 | Tamalate 20.21 194.493 96.24
4 | Rappocini 9,23 164.493 17.829
5 | Makassar 2,52 84.758 33.634
6 | Ujung Pandang 28.497 10.835
7 | Wajo 30.933 15.544
8
9 A
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untuk semua menuju kota dunia.
b. Misi

1. Meningkatkan Pelayanan kesehatan yang merata bermutu dan terjangkau

berbasis teknologi.
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2. Meningkatkan Kesehatan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat.
3. Menjamin kesehtan masyarakat melalui sistem jaminan kesehatan.
4. menciptakan lingkungan sehat.
. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri atas :
1. Subbagian Perencanaan

s o,
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2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;

3. Seksi Fasyankes dan Peningkatan Mutu.




f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas :
1. Seksi Kefarmasian;
2. Seksi Alat, Perbekalan dan Jaminan Kesehatan;

3. Seksi Sumber Daya Manusia dan Register Kesehatan.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

3) merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan
Sekretariat dan Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Keschatan dan Bidang

Pengembangan Sumber Daya Kesehatan;
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4) merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja
(RENJA). Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran
(RKAVRKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan
Perjanjian Kinerja (PK) dinas;

5) mengoordinasikan dan mermuskan bahan penyiapan penyusunan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan

daya kesehatan;

10) melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan kesehatan
masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan
kesehatan dan pengembangan sumber daya keschatan;




11) melaksanakan koordinasi, advokasi dan kemitraan di bidang kesehatan;

12) memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan
masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan
kesehatan serta pengembangan sumber daya kesehatan;

13) melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional

pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik
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berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

20) melaksanakan pembinaan jabatan fungsional;

21) melaksanakan pembinaan unit pelaksana teknis;




22) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada walikota
melalui sekretaris Daerah;

23) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota.

3. Profil BPBD Kota Makassar
a. Visi

Visi Dinas BPBD Kota Makassar adalah ketangguhan bangsa dalam

\.\‘b\
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kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum
dilaksanakan.
4. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani

naskah dinas.




5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana
daerah.

7. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanganan pengungsi.

8. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara

terencana, terpadu dan menyeluruh.

2. Mewujudkan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Mewujudkan perlindungan kehidupan masyarakat.
¢. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :

a. Kepala Satuan;
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b. Sekretariat, terdiri atas :
1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

¢. Bidang Pembinaan Masyarakat, terdiri atas:
1. Seksi Kewaspadaan Dini;

2. Seksi Bimbingan dan Pei

ZN

1) merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang ketentraman dan
ketertiban umum;
2) merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Satuan Polisi Pamong

Praja;




56

3) merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan
|| Sekretariat dan Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Ketertiban
Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Pencgakan Peraturan

\ Daerah dan Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
' 4) merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja

(RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran
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8) mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi
dan tata laksana:
9) melaksanakan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan

Walikota;
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10) melaksanakan kebijakan penanganan ketentraman dan ketertiban umum
serta perlindungan masyarakat;
| 11) melaksankan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); L

' melaksanakan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan

Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik

17) melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional
pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik

Daerah yang berada dalam penguasaannya;




18) melaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah Provinsi ke pemerintah
Kota sesuai dengan bidang tugasnya

19) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan
di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

20) mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan

perundangundangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai

Koordinasi ialah salah satu fungsi dari manajemen yang memegang peranan

vang sama pentingnya dan juga dengan fungsi manajemen lainnya. Setiap pihak
yang terlibat dalam koordinasi harus memiliki persepsi yang sama terkait tujuan

yang akan dicapai. Maka meskipun memiliki tugas dan fungsi serta tanggung
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jawab yang berbeda, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Makassar, BPBD Kota
Makassar dan SATPOL PP Kota Makassar. Akan tetapi koordinasi yang
dilakukan ke tiga lembaga tersebut adalah dalam rangka saling melengkapi dan
membantu untuk tercapainya tujuan bersama. Dengan demikian, pola Koordinasi
yang efektif memiliki indikator-indikator yang akan dijadikan acuan bagi

tercapainya tujuan tersebut. Indikator tersebut adalah sebagai berikut :

bersama dan melaksanakan komitmen yang sudah disepakatai bersama.
Kesepakatan bersama merupakan wujud dari konsistensi dari lembaga-lembaga
yang terlibat dalam agenda yang disepakati bersama.




Terkait kesepakatan yang dijelaskan di atas, adapun hasil wawancara
dengan Zakiah Darajat. SKM,M.Kes,MH.Kes selaku Kepala Seksi Surveilans dan
Imunisasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota
Makassar untuk mengetahui kesepakatan dalam percepatan penanganan covid-19
sebagai berikut :

“Sebagai bentuk kesepakatan bersama, kita mengacu pada kebijakan maupun
arahan dan pedoman-pedoman dari)pusat, kemudian ke kabupten/kota. Di

g
sala i

::::::

bahwa terkait dengan kesepakatan, BPBD Kota Makasaar selaku kelompok

gabungan fim Satgas berkoordinasi dengan tim Satgas lainnya dalam dalam

percepatan penanganan covid-19.
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Sementara itu adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Usman
selaku Danru BKO Satpol PP Kota Makassar mengenai kesepakatan sebagai
berikut :

“Pemerintah membentuk tim Satgas Pengurai kerumunan yang didalamnya ada
Satpol PP. Untuk kesepakatan tidak ada, karena Satpol PP berada dibawah
pemerintahan, otomatis apa yang menjadi kebijakan pemerintah kita
laksanakan dan tindaklanjuti. Dalam upaya penanggulangan covid-19
berkolaborasi dengan beberapa SKPD dalam satu tim Satgas Reika yang
dibentuk oleh pemerintah.” (Wawafigara dengan Bapak UM pada tanggal 16

Juli 2021). /\
/ keta}mi bahwa tidak ada

————————

Imunisasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota

Makassar bahwa :
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“Dalam setiap kesempatan dilakukan rapat virtual yang dilakukan beberapa
kali dalam seminggu. Jika ada permasalahan yang mendesak terkait kasus
covid-19 langsung diadakan rapat virtual. Rapat virtual dilakukan kapan saja,
bisa sore. atau malam karena tidak membatasi peserta.” (Wawancara dengan
Ibu ZD pada tanggal 17 Juli 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Dinas
Kesehatan Kota Makassar dalam setiap kesempatan mengadakan rapat virtual.
Tidak hanya dalam keadaan mendesak, rapat virtual dilakukan kapan saja untuk

"4»
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Satpol PP Kota
Makassar standby 24 jam. setiap saat berkoordinasi dengan pemerintah terkait
tugasnya dalam mnegurai kerumunan dan penertiban pengusaha yng melewati

jam operasional sesuai surat edaran pemerintah Kota Makassar.
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Penggunaan kesempatan dan waktu sebaik mungkin oleh masing-masing
instansi atau lembaga dalam melakukan koordinasi pemerintah dalam percepatan
penanganan covid-19 di Kota Makassar. maka semua kebijakan dapat terealisasi

dengan baik.

3. Kegiatan

Kegiatan merupakan segala daya upaya. segala suatu tindakan yang

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa setiap arahan
‘dari pemerintah pusat merupakan tugas dan tanggungjawab Dinas Kesehatan Kota
makassar yang harus dilaknakan. Dinas Kesehatan Kota Makassar menyiapkan

apa yang dibutuhkan di lapangan dalam mempercepatan penanganan covid-19.




Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Mohammad Khadafy.
S.STP selaku Plt. Sekretaris BPBD Kota Makassar mengenai kegiatan yang
dilakukan dalam koordinasi sebagai berikut :

“Melakukan kegiatan yang dilakukan Satgas, yakni mengurai kerumunan,
penyemprotan, pembagian masker disemua kecamatan. Dan semuanya sudah
terealisasi.” (Wawancara dengan Bapak MK pada tanggal 16 Juli 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa BPBD Kota
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dalam dalam percepatan penanganan covid-19 di Kota Makassar, maka koordinasi

pemerintah dengan instansi atau lembaga terkait dapat berjalan dengan baik.




4. Saling Tukar Informasi

Saling tukar informasi dengan kata lain komunikasi merupakan salah satu
dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya.

Pelaksanaan koordinasi ini dibutuhkan komunikasi yang baik oleh penanggung

jawab atas koordinasi maupun semua yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan

pas dalam percepatan penanganan
i komunikasi yang intens agar
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spahan dan A\ hatan Kota Makassar

“Jadi kita ada website terkait info covid-19 di Makassar, di website terdapat
update info data corona, kasus confirmasi, kasus dengan gejala. tanpa gejala.
Schingga masyarakat dapat melihat langsung info kasus covid. Melalui group
whatsapp yang didalamnya terdapat semua SKPD Kota Makassar sehingga kita
saling bertukar informasi dan apa yang harus ditindaklanjuti dapat segera kita
komunikasikan.” (Wawancara dengan Ibu ZD pada tanggal 17 Juli 2021).




Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa melalui website
masyarakat dapat melihat informasi terbaru terkait perkembangan kasus covid-19
di Kota Makassar, Instansi atau lembaga terkait memiliki group whatsapp yang
didalamnya terdapat semua SKPD Kota Makassar sehingga kita saling bertukar
informasi dan apa yang harus ditindaklanjuti dapat segera kita komunikasikan.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Mohammad Khadafy,

n laju covid-19 seperti alat
j ke semua kecamatan jika
ccara transparan dan

penanganan covid-19 terkait perkembangan kasus covid-19.
Informasi yang telah disampaikan selama ini telah berjalan dengan lancar,

sebab pesan atau informasi yang disampaikan telah dipahami oleh semua pihak

yang bersangkutan. Dengan adanya respon yang positif dari semua pihak yang




bersangkutan terjadi sinergi yang baik dalam memberikan informasi terkait
penanganan covid-19. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa untuk
memperoleh hasil kerja yang optimal, komunikasi adalah kunci dalam percepatan
penanganan covid-19 di Kota makassar, schingga perlunya saling bertukar

informasi yang cepat dan tepat agar tidak terjadi kesalahan komunikasi atau

pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota
organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya

dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi



tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep menghormati
wewenang adalah inti dari pada koordinasi.

Dalam pelaksanaan koordinasi harus saling menghormati wewenang yang
sudah disepakati setiap instansi terkait demi kelancaran program percepatan
penanganan covid-19. Seperti yang ungkapkan oleh Zakiah Darajat,

SKM.M.Kes,MH.Kes selaku ala Seksi Surveilans dan Imunisasi Bidang

jika ranahnya Dinas Kesehatan
g Dinas Sosial, tergantung

iy,

RN 4? . -
1 AR O/L N

l‘ n \\\\“‘I""//A,ﬂ, ’ﬂ; '% /'. iaal

et

//l' 4A.T\\

/‘ ﬁ.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa setiap instansi
atau lembagi memiliki batas kewenangan dalam percepatan penanganan covid-19.
BPBD Kota Makassar bertugas menyiapkan kebutuhan tak terduga seperti

pembelian alat-alat pencegahan covid-19 seperti desinfektan dan masker.
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Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Usman selaku Danru
BKO Satpol PP Kota Makassar dilakukan sebagai berikut :

“Sudah pasti saling menghormati wewenang, jika Satpol PP tidak menghargai
pemerintah Kota Makassar sama saja tidak menghargai instansi sendiri karena
kita bagian dari pemerintahan.” (Wawancara dengan Bapak UM pada tanggal
16 Juli 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam

koordinasi percepatan penanganan govid-19 setiap instansi atau lembaga harus

saling menghormati weweng

i

rangka koordinasi percepatan penanganan covid-19 di Kota Makassar dapat
disimpulkan bahwa berbagai usaha yang dilakukan bersama-sama antara
pemerintah Kota Makassar bersama instansi atau lembaga terkait yang termasuk

dalam tim Satuan Gugus Tugas (Satgas) dalam rangka percepatan penangganan
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covid-19 antara lain dengan mengadakan rapat koordinasi dengan membahas
peraturan dan kebijakan baik nasional dan daerah terutama dalam rangka
mempercepatl penanganan covid 19 di Kota Makassar selanjutnya pelaksanaan
program kerja serta langkah strategi yang telah dilakukan bersama-sama. Namun

koordinasi antar lembaga pemerintah berjalan dengan baik tetap ada hambatan

yang ditemui yakni kurangnya kesadaran masyarakat Kota Makassar.
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Pengurai Kerumunan dalam upaya
percepatan Covid 19 di Kota percepatan penanganan covid-19 yang
covid- Makassar. terkoordinasi dalam semua lintas
19 di Kota SKPD. Koordinasi vang dilakukan oleh
Makassar. Dinas Kesehatan Kota Makassar,
BPBD Kota Makassar dan Satpol PP

Kota Makassar.
Kesempatan . | 1. Mengadakan rapat |. Dinas Kesehatan Kota Makassar
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waktu yang
dimiliki
instansi/lembaga
pemerintah dalam
melakukan
koordinasi  terkait
percepatan
penanganan covid-
19  do Kota
Makassar.

virtul
2. Penyemprotan
desinfektan
3. Penyisiran atau
pengawasan setiap
sudut jalan

nnnnnnnnn

3. Satpol PP Kota
Makassar
melakukan
soaialisasi dan
penindakan  sesuai
surat edaran

N

melakukan rapat virtual dalam setiap
kesempatan tanpa batas waktu sebagai
bentuk koordinasi antar lembaga dalam
membahas kasus covid-19 di Kota
Makassar. Koordinasi selalu berjalan
dengan baik meski hanya melalui rapat
virtual.

. BPBD Kota Makassar melakukan

penyemprotan bersama tim relawan
dalam setiap kesempatan, khususnya di
tempat-tempat terjadinya cluster (kasus
positif).

: Satpol PP Kota Makassar selalu standby

24 jam dalam melakukan penyisiran
pengawasan ke setiap sudut jalan
Kk menertibkan kerumunan sesuai
maupun

7
/

njadi hambatan da.iam
tugas

g dilakukan Satgas, seperti

Dan s uanya sudah terealisasi.

. Satpol PP Kota Makassar melakukan

sosialisasi yang selanjutnya penidakan
apabila pengusaha melewati ketentuan
dari surat edaran walikota dengan
memberi sanksi sesuai isi surat edaran
tersebut.
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Saling Tukar
Informasi : Instansi
atau lembaga
terkait yang
bertugas dalam
percepatan

penanganan covid-

19 saling bertukar
informasi melalui
komunikasi  yang
intens agar tidak
ada kesalahan
informasi di
dalamnya  yang
menyebabkan

setiap

terkait demi
kelancaran
program
percepatan

--------
0

1. Memberikan informasi melaui website
terkait info covid-19 di Makassar, di
website terdapat update info data
corona, kasus confirmasi, kasus dengan
gejala, tanpa  gejala.  Schingga
masyarakat dapat melihat langsung info
kasus covid. Selain itu, melalui group
whatsapp yang didalamnya terdapat
semua SKPD Kota Makassar sehingga
kita dapat saling bertukar informasi dan
apa vang harus ditindaklanjuti dapat
segera kita komunikasikan. Dan semua
koordinasi berjalan dengan baik melaui
kedua media tersebut.

emua - yang kita laksanakan un:u}:

handsamtazer

masing-masing
penanganan covid-19. BPBD Kota

dalam  percepatan

Makassar adalah  sekertaris  yang
tugasnya ~ membackup  kebutuhan-
kebutuhan dan bantuan tak terduga
seperti pembelian alat-alat pencegahan
covid-19  seperti  desinfektan  dan




masker
3, Instansi atau lembaga pemerintah harus
saling menghormati wewenang, jika
Satpol PP tidak menghargai pemerintah
Kota Makassar sama saja fidak
menghargai instansi sendiri karena kita
bagian dari pemerintahan.




A. Kesimpulan
Koordinasi Pemerintah Dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota

Makassar terdapat 5 indikator sebagai berikut :

ndtan penanganan covid-19 ssemua instansi
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5. Hormati wewenang, dalam hal ini instansi atau lembaga saling menghormati
wewenang masing-masing. Setiap instansi harus menindaklanjuti  sesuai

ranahnya, tergantung dari bidang apa yang harus menangani hal tersebut.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan penulis, maka dikemukakan
beberapa saran sebagai berikut :
|. Instansi atau lembaga terkait harus memiliki kesepakatan masing-masing

dengan pemerintah agar semua kegiatan dapat berjalan dengan seimbang.

2, Dalam melakukan kegiatan, instimsi atau lembaga memiliki tugas dan
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